
“Supremasi Hukum” Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 Yusmedi Yusuf, Muhammad Rizqi Fadhlillah, Rommy Pratama 

   74 

 

 

Abstract 

Keywords: Termination of Employment, Industrial Relations Disputes 

Abstrak 

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial 

 

 
 

 

Termination of employment by companies is a dynamic of industrial relations for actors in the process of 

producing goods and services between workers, employers, and the government. The company has a socio-

economic nature in carrying out industrial relations, dealing with the juridical aspects that apply in 

Indonesia. The company terminates the employment relationship unilaterally, causing suffering to the 

workers because they lose their livelihood for their lives and their families. Labor laws and regulations in 

Indonesia have not been effective and have caused many problems in implementing harmonious industrial 

relations. Government interference as a power organization can provide protection for workers affected by 

termination of employment by the company. 
 

 

 

 

 

Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan  merupakan dinamika hubungan industrial  bagi pelaku proses 

produksi barang dan jasa antara pihak pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Perusahaan memiliki hakekat 

secara sosial ekonomi dalam melaksanakan hubungan industrial, berhadapan dengan aspek yuridis  yang 

berlaku di Indonesia. Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak menimbulkan 

penderitaan bagi pekerja karena kehilangan nafkah bagi kehidupan beserta keluarganya. Peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia belum berlaku secara efektif dan banyak menimbulkan 

permasalahan dalam melaksanakan hubungan industrial yang harmonis. Ikut campur pemerintah sebagai 

organisasi kekuasaan  dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan 

kerja oleh perusahaan. 
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Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh 

perusahaan banyak menimbulkan perselisihana 

antara pekerja dengan  perusahaan. Pihak perusa-

haan melakukan pemutusan hubungan kerja 

secara sepihak dan sewenang-wenang kepada 

pekerja. Pemutusan hubungan kerja dipengaruhi 

oleh hubungan industrial dalam suatu  perusa-

haan, terutama di masa pandemic covid 19 saat 

ini. Perusahaan tidak dapat melanjutkan 

hubungan industrial dan melakukan pemutusan 

hubungan kerja secara besar-besaran kepada 

pekerjanya. 

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia 

selalu dimunculkan dengan perselisihan hubung-

an industrial melalui aksi mogok kerja dan unjuk 

rasa kaum pekerja setiap tanggal 1 Mei pada 

setiap  hari buruh nasional. Pekerja  mengajukan 

tuntutan kepada pihak perusahaan dalam aspek 

normatif  dalam persoalan perselisihan hak, per-

selisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubungan kerja dan perselisihan antar serikat 

pekerja dalam suatu perusahaan. 

Mengenai timbulnya perselisihan Pemutusan 

Hubungan Kerja selanjutnya disingkat (PHK) 

oleh perusahaan, manakala perusahaan melaku-

kan pemutusan hubungan kerja  secara sepihak . 

Di mana pihak pekerja tidak dapat menerima 

pemutusan hubungan kerja, karena kehilangan 

pekerjaan dan nafkah kehidupan bagi pekerja 

beserta keluarganya. Hak normatif pekerja berupa 

perolehan pesangon dan tunjangan yang harus 

diterima saat PHK, tidak dibayarkan oleh perusa-

haan. 

Pada sisi lain serikat pekerja sebagai organi-

sasi yang wajib memberi perlindungan pada 

anggotanya yaitu pekerja, tidak mampu untuk 

mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja 

oleh perusahaan. Begitu luasnya cakupan masalah 

perselisihan PHK maka tidak heran bahwa 

perlindungan mengenai phk paling banyak dalam 

peraturan ketenagakerjaan. PHK merupakan 

konflik laten dalam interaksi antara pekerja 

dengan pengusaha. Pengusaha ditenggarai beru-

saha menekan uang pesangon, uang penghargaan 

masa kerja, uang pengganti hak, dan biaya lain 

sebagai kompensasi PHK. Persoalan semakin pelik 

karena masing-masing pihak tidak memahami 

acuan hukum tentang PHK.  Padahal peraturan 

ketenagakerjaan sudah mengatur hak masing-

masing pihak.   

Menurut Kabid Hubungan Industrial Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Tangerang dalam tribune 

news terdapat 1800 pekerja perusahaan PT. Shyang 

Yao Fung mengalami pemutusan hubungan kerja 

secara masal di Jatiuwung Kota Tangerang. 

Perusahaan pembuat sepatu merk ternama  terbesar 

di Asia Tenggara  telah melakukan pemutusan 

hubungan kerja secara sepihak. Perusahaan tersebut 

melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-

besaran karena mengalami kerugian dalam masa  

pandemi Covid-19.   

PHK oleh perusahaan banyak menimbulkan 

permasalahan pada saat hubungan kerja masih 

berlangsung di dalam perusahaan. Perusahaan me-

lakukan kesewenang-wenangan terhadap pekerja/ 

buruh dalam melakukan PHK sepihak. Seharusnya 

pengusaha wajib berupaya mencegah PHK dan 

melaksanakan perundingan secara bipartite dengan 

serikat pekerja. PHK yang timbul dalam hubungan 

kerja dilandasi oleh peraturan dalam perjanjian 

kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan 

Peraturan Perusahaan sebagai acuan  penyelesaian 

phk oleh perusahaan. 

Perusahaan melakukan PHK tahap pertama 

terhadap 1800 pekerja, dan tahap ke dua akan 

dilakukan PHK sebanyak 700 pekerja. Perusahaan 

akan memberikan uang pesangon terhadap seluruh 

pekerjanya sebanyak 2500 pekerja,  perusahaan me-

mutuskan untuk menutup kegiatan operasionalnya 

karena mengalami kerugian. Kompensasi PHK oleh 

perusahaan akan memberikan uang pesangon ber-

dasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut UUK. 

Berdasarkan fakta yuridis ketentuan besarnya uang 

pesangon tersebut terdiri dari komponen uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang 

tunjangan lainnya berupa perumahan dan peng-

obatan.   

Risalah penyelesaian perselisihan PHK secara 

bipartite memutuskan  perusahaan tetap akan 

A. Pendahuluan 
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melakukan PHK dengan alasan pekerja melaku-

kan pelanggaran indisipliner dan telah mendapat 

surat peringatan ke 3 (tiga) dari manajemen  

perusahaan.  Pihak  pekerja tidak menerima PHK 

yang dilakukan perusaahaan dan masih meng-

inginkan untuk bekerja seperti biasanya.  Putusan 

anjuran mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Tangerang tidak berpihak kepada pekerja/buruh 

serta melimpahkan penyelesaian perselisihan 

PHK selanjutnya kepada Pengadilan Industrial. 

Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan 

dimana  pekerja  tidak mendapatkan hak norma-

tifnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemutusan 

hubungan kerja tanpa memberikan kompensasi 

pesangon kepada pekerjaannya. Perselisihan 

hubungan industrial  terus berlanjut disebabkan 

perusahaan melakukan intimidasi dengan mene-

kan pekerja  untuk melakukan pengunduran diri.  

Pihak perusahaan memaksa  pekerja  dengan 

memberikan ancaman surat peringatan I, II, dan 

III dalam penyelesaian sengketa secara bipartite 

di dalam perusahaan. 

Pemutusan hubungan kerja  pada hakikatnya 

sudah diatur dalam   perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Per-

lindungan hukum terhadap pekerja dalam 

perselisihan pemutusan hubungan kerja diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum 

terhadap hak normatif pekerja yang mendapat 

perlakuan sewenang wenang oleh perusahaan, 

selayaknya berdasarkan peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan di Indonesia. 

 

 
 

Untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka jenis metode penelitian yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah pene-

litian normatif, yaitu penelitian terhadap bahan 

pustaka yang merupakan data dasar yang dalam 

ilmu pengetahuan digolongkan sebagai data 

sekunder yang bertumpu kepada alat pengumpul-

an data berupa studi kepustakaan atau studi 

dokumen.
1
 

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk 

memberi argumentasi yuridis ketika terjadi keko-

songan dan kekaburan dan konflik norma. Pene-

litian hukum non aktif berperan untuk memper-

tahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya 

sebagai ilmu normatif. Oleh karena itu landasan 

teoritis yang digunakan terdapat dalam tataran teori 

normatif, sementara penelitian hukum empiris 

menggunakan landasan teori empiris atau teori 

dalam sosiologi hukum.
2
 

 

 
 

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  

Pemutusan Hubungan Kerja atau yang lazim-

nya dikenal dengan istilah PHK menurut Pasal 1 

angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: 

“Pemutusan hubungan kerja adalah peng-

akhiran hubungan kerja karena suatu hal 

tertentu yang mengakibatkan berakhirnya 

hak dan kewajiban antara pekerja/buruh 

dan pengusaha”. 

Berdasarkan pengertian PHK tersebut, diketa-

hui bahwa PHK dapat mengakibatkan berakhirnya 

hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha sehingga tidak ada lagi hak dan 

kewajiban dari kedua belah pihak setelah hubungan 

kerja tersebut berakhir. Oleh karena itu, PHK 

merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan 

terjadi dalam suatu hubungan kerja terutama oleh 

pekerja/buruh, karena PHK bagi pihak pekerja/ 

buruh dapat memberi pengaruh psikologis, ekono-

mis, finansial sebab: 

a. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, 

bagi buruh telah kehilangan mata pencaharian; 

b. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai 

penggantinya harus banyak mengeluarkan 

biaya (keluar masuk perusahaan, di samping 

                                                      
1
 Soeijono Soekanto dan Sri Mainudji, Penelitian Hukum 

Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), ha1. 

24. 
2
 Pasek Diantlia,I Made, Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif,Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta : Prenada 

Media Group,20l6), hlm. 12. 

 C. Hasil dan Pembahasan 

B. Metode Penelitian 
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biaya-biaya lain seperti pembuatan surat-

surat untuk keperluan lamaran dan fotocopy 

surat-surat lain); 

c. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan 

keluarganya sebelum mendapat pekerjaan 

yang baru sebagai penggantinya. 

Sehubungan dengan akibat yang akan ditim-

bulkan dengan adanya pemutusan hubungan kerja 

itu khususnya bagi buruh dan keluarganya, Prof. 

Imam Soepomo menulis, dikatakan bahwa:
3
 

“Pemutusan hubungan kerja bagi buruh 

merupakan permulaan dari segala 

pengakhiran, permulaan dari berakhirnya 

mempunyai pekerjaan, permulaan dari 

berakhirnya kemampuan membiayai 

keperluan hidup sehari-hari baginya dan 

keluarganya, permulaan dari berakhirnya 

kemampuan menyekolahkan anak-anak 

dan sebagainya”. 

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari 

PHK tersebut, maka PHK sebisa mungkin harus 

dihindari. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 yang menyatakan bahwa: 

“Pengusaha, pekerja/buruh, serikat 

pekerja atau serikat buruh, dan 

pemerintah dengan segala upaya harus 

mengusahakan agar jangan terjadi 

pemutusan hubungan kerja”. 

PHK  oleh pihak perusahaan sering menim-

bulkan perselisihan dengan pekerja, terutama 

menyangkut hak normatif pekerja yang di phk 

secara sewenang-wenang. Penyelesaian perseli-

sihan secara bipartite, mediasi, arbitrase dan  

sering mengecewakan bagi pekerja yang telah 

kehilangan nafkah hidup berserta keluarganya. 

Hal inilah yang menyebabkan pekerja meng-

gunakan jalur aksi adu kekuatan melalui 

pemogokan atau unjuk rasa terhadap perusahaan. 

Pengusaha menggunakan kekuatan sosial ekono-

minya dengan merumahkan pekerja sampai 

                                                      
3
 Zainal Asikin, et.al. “Dasar-Dasar Hukum Perburuhan” 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 175, 

mengutip Imam Soepomo. Hukum Perburuhan Bidang 

Pelaksanaan Hubungan Kerja (Djambatan, 1983), h. 115-

116. 

melakukan penutupan perusahaan. Penyelesaian 

yang seharusnya secara hukum ketenagakerjaan 

melalui UUK dan UUPPHI tidak berjalan secra 

efektif.  

Penyelesaian sengketa dapat melalui putusan  

pengadilan atau litigasi  atas suatu konflik , di mana 

para pihak memberikan kepada seseorang pengam-

bilan keputusan dua pilihan yang bertentangan. 

Oleh karena itu litigasi merupakan penyelesaian 

sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang 

bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk 

mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. 

Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa 

melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan 

Win-Lose Solution¬. 

Selain jalur litigasi terdapat penyelesian 

sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Dalam 

penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita 

telah mengenal adanya penyelesaian sengketa 

alternatif fatau fAlternative fDispute fResolution 

f(ADR), fyang fdijelaskan fdalam fPasal f1 fangka f(10) 

fUndang-Undang fNo f30 fTahun f1999 ftentang 

fArbitrase fdan fADR, fyang fberbunyi fsebagai fberikut: 

“Alternatif fPenyelesaian fSengketa fadalah 

flembaga fpenyelesaian fsengketa fatau fbeda 

fpendapat fmelalui fprosedur fyang fdisepakati 

fpara fpihak, fyakni fpenyelesaian fsengketa 

fdiluar fpengadilan fdengan fcara fkonsultasi, 

fmediasi, fkonsiliasi, fatau fpenilaian fahli”. 

 

2. Bentuk fPenyelesaian fSengketa f 

Berdasarkan fhal ftersebut fpenyelesaian fsengketa 

fnon-litigasi fdiuraikan fsebagai fberikut f: 

a. Konsultasi 

Tidak fada fsuatu frumusan fatau fpenjelasan fyang 

fdiberikan fdalam fUndang-Undang fNomor f30 fTahun 

f1999 fmengenai fmakna fmaupun farti fdari fkonsultasi. 

fJika fmelihat fpada fBlack’s flaw fdictionary fdapat 

fdiketahui fbahwa fyang fdimaksud fdengan fkonsultasi 

fadalah f“Act fof fconsulting for fconferring fe.g.patient 

fwith fdoctor, fclient fwith flawyer, fdeliberation fof 

fpersons fon fsome fsubject”. 

Dari frumusan fyang fdiberikan ftersebut fdapat 

fdilihat fbahwa, fpada fprinsipinya fkonsultasi fmerupa-

kan fsuatu ftindakan fyang fbersifat f“personal” fantara 

fsuatu fpihak ftertentu, fyang fdisebut f“klien dengan 
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fpihak flain fyang fmerupakan fpihak f“konsultan”, 

fyang fmemberikan fpendapatnya fklien ftersebut 

funtuk fmemenuhi fkeperluan fkliennya ftersebut. 

fTidak fada fsuatu frumusan fyang fmenyatakan fsifat 

f“keterikatan” fatau f“kewajiban” funtuk fmemenuhi 

fdan fmengikuti fpendapat fyang fdisampaikan foleh 

fpihak fkonsultan. 

Ini fberarti fklien fadalah fbebas funtuk fmenentu-

kan fsendiri fkeputusan fyang fakan fdiambil funtuk 

fkepentingannya fsendiri, fwalau fdemikian ftidak 

fmenutup fkemungkinan fklien fakan fdapat fmem-

pergunakan fpendapat fyang fdisampaikan foleh 

fpihak fkonsultan ftersebut. fBerarti fdalam fkonsultasi 

fsebagai fsuatu fbentuk fpranata falternatif fpenye-

lesaian fsengketa, fperan fdari fkonsultan fdalam 

fmenyelesaikan fperselisihan fatau fsengketa fyang 

fada ftidaklah fdominan fsama fsekali, fkonsultan 

fhanyalah fmemberikan fpendapat f(hukum), fsebagai-

mana fdiminta fkliennya, fyang funtuk fselanjutnya 

fkeputusan fmengenai fsengketa ftersebut fakan 

fdiambil fsendiri foleh fpara fpihak fmeskipun fada 

fkalanya fpihak fkonsultan fjuga fdiberikan 

fkesempatan funtuk fmerumuskan fbentuk-bentuk 

fpenyelesaian fsengketa fyang fdikehendaki foleh fpara 

fpihak fyang fbersengketa ftersebut. 

b. Mediasi 

Mediasi fadalah fsalah fsatu falternatif fdalam 

fmenyelesaikan fsengketa, fmediasi fadalah fsuatu 

fproses fnegosiasi funtuk fmemecahkan fmasalah 

fmelalui fpihak fluar fyang ftidak fmemihak fdan fnetral 

fyang fakan fbekerja fdengan fpihak fyang fbersengketa 

funtuk fmembantu fmenemukan fsolusi fdalam 

fmenyelesaikan fsengketa ftersebut fsecara fmemuas-

kan fbagi fkedua fbelah fpihak. fPihak fketiga fyang 

fmembantu fpenyelesaian fsengketa fdisebut fdengan 

fmediator. fPihak fmediator ftidak fmempunyai 

fkewenangan funtuk fmemberi fputusan fterhadap 

fsengketa ftersebut, fmelainkan fhanya fberfungsi 

funtuk fmembantu fdan fmenemukan fsolusi fterhadap 

fpara fpihak fyang fbersengketa ftersebut. fPengala-

man, fkemampuan, fdan fintegritas fdari fpihak 

fmediator ftersebut fdiharapkan fdapat fmengefek-

tifkan fproses fnegosiasi fdiantara fpihak fyang f 

fbersengketa. F 

Mediasi fdapat fjuga fdiartikan fsebagai fsuatu 

fupaya fpenyelesaian fsengketa fdengan fmelibatkan 

fpihak fketiga fyang fnetral, fyang ftidak fmemiliki 

fkewenangan fmengambil fkeputusan, fyang fmembantu 

fpihak-pihak fyang fbersengketa fmencapai fsolusi fyang 

fditerima foleh fkedua fbelah fpihak. fTetapi fsebenarnya 

fmediasi fsulit fdidefinisikan fkarena fpengertian fter-

sebut fsering fdigunakan foleh fpara fpemakainya 

fdengan ftujuan fyang fberbeda-beda fsesuai fdengan 

fkepentingan fmereka fmasing-masing. fMisalnya fdi 

fbeberapa fnegara fkarena fpemerintahnya fmenyedia-

kan fdana funtuk flembaga fmediasi fbagi fpenyelesaian 

fsengketa fkomersial, fbanyak flembaga flain fmenyebut 

fdirinya fsebagai flembaga fmediasi. F 

Menurut fKovach, fsebagaimana fdikutip foleh 

fSuyud fMargono fmediasi fyaitu: 

“facilitated fnegotiation. fIt fprocess fby fwhich 

fa fneutral fthird fparty, fthe fmediator, fassist 

fdisputing fparties fin freaching fa fmutually 

fsatisfication fsolution”. f 

Mediasi fsebagai fsuatu fproses fpenyelesaian 

fsengketa fberdasarkan fperundingan fpara fpihak fdalam 

fpenyelesaian fsengketa. f fKeterlibatan f fmediator fme-

merlukan fkeahlian fpada fbidang fyang fdikuasainya 

fsebagai fpenengah fdan fditerima foleh fpara fpihak fyang 

fbersengketa fdi fdalam fperundingan. fMediator fber-

tugas fmembantu fpara fpihak fyang fbersengketa funtuk 

fmencari fpenyelesaian fperselisihan. fDalam fmelak-

sanakan ftugasnya fsebagai fpenengah/wasit, fmediator 

ftidak fmempunyai fkewenangan fmembuat fkeputusan 

fselama fperundingan fberlangsung. 

c. Konsiliasi 

Pengertian fmengenai fkonsiliasi ftidak fdiatur 

fsecara feksplisit fdalam fUU f30/1999 ftentang 

fArbitrase. fPenyebutan fkonsiliasi fsebagai fsalah fsatu 

flembaga fpenyelesaian fsengketa fdapat fditemukan 

fdalam fketentuan fPasal f1 fangka f(10) fdan falinea fke-9 

f(sembilan) fdalam fpenjelasan fumum fdisebutkan 

fkonsiliasi fmerupakan flanjutan fdari fmediasi. F 

Mediator fberubah ffungsi fmenjadi fkonsiliator, 

fdalam fhal fini fkonsiliator fmenjalankan ffungsi fyang 

flebih faktif fdalam fmencari fbentuk-bentuk fpenye-

lesaian fsengketa fdan fmenawarkannya fkepada fpara 

fpihak fapabila fpara fpihak fdapat fmenyetujui, fsolusi 

fyang fdibuat fkonsiliator fakan fmenjadi fresolution. 

fKesepakatan fyang fterjadi fakan fbersifat ffinal fdan 

fmengikat fpara fpihak. fApabila fpihak fyang fberseng-

keta ftidak fmampu fmerumuskan fsuatu fkesepakatan 
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fdan fpihak fketiga fmengajukan fusulan fjalan fkeluar 

fdari fsengketa. fKonsiliasi fmemiliki fkesamaan 

fdengan fmediasi. fKedua fcara fini fmelibatkan fpihak 

fketiga funtuk fmenyelesaikan fsengketa fsecara 

fdamai. 

d. Penilaian fAhli 

Pengertian falternatif fpenyelesaian fsengketa 

fdaam fPasal f1 fangka f(10) fUU f30/1999 ftentang 

fArbitrase fmenyebutkan fbahwa fpenilaian fahli fme-

rupakan fsalah fsatu fcara fmenyelesaikan fsengketa 

fdiluar fpengadilan. fPenilaian fahli fmerupakan fcara 

fpenyelesaian fsengketa foleh fpara fpihak fdengan 

fmeminta fpendapat fatau fpenilaian fahli fterhadap 

fperselisihan fyang fsering fterjadi. 

 

3. Lembaga fPenyelesaian fPerselisihan 

fPemutusan fHubungan fKerja 

Lembaga fpenyelesaian fperselisihan fhubungan 

findustrial f fdalam fPHK fsebagaimana fdiatur fdalam 

fUUPPHI fyakni fdiluar fpengadilan fmelalui 

fmediator fatau fkonsiliator, f fsedangkan fmelalui fjalur 

fpengadilan fyakni fPengadilan fHubungan fIndustrial 

fselanjutnya fdisingkat fPHI. 

Penyelesaian fperselisihan fpemutusan fhubung-

an fkerja fmengedepankan fmusyawarah funtuk 

fmufakat f(melalui fwin-win fsolution) fagar fdengan 

fdemikian, fproses fprodusi fbarang fdan fjasa ftetap 

fberjalan fsebagaimana fmestinya, fkonsep fpenyele-

saiannya fadalah fsebagai fberikut f: f

4 

a. Penyelesaian fPerselisihan f fBipartite. 

Setiap fperselisihan fhubungan findustrial fharus 

fterlebih fdahulu fdiselesaikan fmelalui fperundingan 

fbipartit fantara fpengusaha fdan fpekerja fdalam fwaktu 

ftiga fpuluh fhari f(30) fkerja fdihitung fsejak ftanggal 

fdimulainya fperundingan. fDalam fjangka fwaktu ftiga 

fpuluh fhari fkerja fapabila fsalah fsatu fpihak fmenolak 

funtuk fberunding fatau ftelah fdilakukan fperun-

dingan, ftetapi ftidak fmencapai fkesepakatan, fmaka 

fperundingan f fbipartit fdianggap fgagal fsehingga f 

fsalah fsatu fpihak fatau fkedua fbelah fpihak fwajib 

fmencatatkan fperselisihannya fkepada finstansi fyang 

fbertanggung fjawab fdi fbidang fketenagakerjaan 

fsetempat fdengan fmelampirkan fbukti fbahwa 

fupaya-upaya fpenyelesaian fmelalui fbipartite ftelah 

                                                      
4
 Lulu Husni. Op.Cit. hlm 124-129 

fdilakukan. fSetelah fmenerima fpencatatan fdari fsalah 

fsatu fatau fpara fpihak, finstansi fyang fbertanggung 

fjawab fdi fbidang fketenagakerjaan fsetempat fwajib 

fmenawarkan fkepada fpara fpihak funtuk fmenyepakati 

fmemilih fpenyelesaian fmelalui fkonsiliasi fatau 

fmelalui farbitrase. fApabila fpara fpihak ftidak fmenetap-

kan fpilihan fpenyelesaian fmelalui fkonsiliasi fatau 

farbitrase fdalam fjangka fwaktu ftujuh fhari, fmaka 

finstansi fyang fbertanggung fjawab fdibidang fketenaga-

kerjaan fsetempat fmelimpahkan fpenyelesaian fperseli-

sihan fmelalui fmediator. fSetiap fperundingan fbipatit 

fharus fdibuat frisalah fyang fisinya fterdiri fdari f:nama 

flengkap fdan falamat flengkap fpara fpihak, ftanggal fdan 

ftempat fperundingan, fpokok fmasalah fdan falasan 

fperselisihan, fpendapat fpara fpihak, fkesimpulan fatau 

fhasil fperundingan fserta f ftanggal fdan ftanda ftangan 

fpara fpihak fyang fmelakukan fperundingan. 

Salah fsatu fketentuan fyang fdipertahankan fUUK 

fdari fundang-undang fyang fberlaku fsebelumnya 

fadalah fpenyelesaian fperselisihan fmelalui fupaya 

fbipartite. fPenyelesaian fbipartite fmerupakan fupaya 

fpenyelesaian fperselisihan fhubungan findustrial 

f(perselisihan fhak, fkepentingan,PHK, fdan fantara 

fserikat fpekerja/buruh fdalam fsatu fperusahaan) fyang 

fdilakukan fsecara fdua fpihak, fyaitu fpihak fpengusaha 

fdengan fpekerja/buruh fatau fserikat fpekerja. fIstilah 

fbipartite fmemang ftidak fdisebutkan f, fnamun fkata-

kata fantara fpengusaha fdengan fpekerja/buruh fbisa 

fdiartikan fdua fpihak.5 

b. Penyelesaian fPerselisihan fPHK fMelalui 

fKonsiliasi. 

Penyelesaian fperselisihan fmelalui fkonsiliasi 

fdilakukan foleh fkonsiliator f fsetelah fpara fpihak 

fmengajukan fpermintaan fsecara ftertulis fkepada 

fkonsiliator fyang fditunjuk fdan fdisepakati foleh fpara 

fpihak. fSelambat-lambatnya ftujuh fhari fkerja fsetelah 

fmenerima fpermintaan fpenyelesaian fperselisihan 

fsecara ftertulis, fkonsiliator fharus fmengadakan 

fpenelitian ftentang fduduknya fperkara fdan fselambat-

lambatnya fpada fhari fkedelapan fmengadakan fsidang 

fkonsiliasi fpertama. fJika ftercapai fkesepakatan 

fmelalui fkonsiliasi, fmaka fdibuat fperjanjian fbersama 

fyang fditanda-tangani foleh fpara fpihak fdan fdisaksikan 

                                                      
5
 Sehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan,Menyelesaikan 

Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU.2 Tahun 

2004 ,(Jakarta: Dss Publishing,2007), hlm 38 
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foleh fkonsiliator fserta fdidaftar fdi fpengadilan 

fhubungan findustrial funtuk fmendapatkan fakta fbukti 

fpendaftaran. fApabila ftidak ftercapai fkesepakatan 

fmaka fkonsiliator fmengeluarkan fanjuran ftertulis 

fyang fharus fsudah fdisampaikan fkepada fpara fpihak 

fselambat-lambatnya f10 f(sepuluh) fhari fkerja fsejak 

fsidang fkonsiliasi fpertama. fPara fpihak fwajib 

fmemberikan fjawaban fsecara ftertulis fkepada 

fkonsiliator fyang fisinya fmenyetujui fatau fmenolak 

fanjuran ftertulis. fPara fpihak fyang ftidak fmem-

berikan fpendapatnya/jawaban fdianggap fmenolak 

fanjuran ftertulis. fApabila fpara fpihak fmenyetujui 

fanjuran ftertulis f,konsiliator fharus fsudah fselesai 

fmembantu fpara fpihak fmembuat fPerjanjian 

fBersama fselambat-lambatnya ftiga fhari fkerja fsejak 

fanjuran ftertulis fdisetujui fyang fkemudian fdidaftar-

kan di fpengadilan fhubungan findustrial funtuk 

fmendapatkan fakta fbukti fpendaftaran. fKonsiliator 

fwajib f fmenyelesaikan ftugas fkonsiliasi fselambat-

lambatnya ftiga fpuluh fhari fkerja fsejak fmenerima 

fpermintaan fpenyelesaian fperkara. 

c. Penyelesaian fPerselisihan fPHK fMelalui 

fArbitrase 

Penyelesaian fperselisihan fhubungan findustrial 

f fmelalui farbitrase fdilakukan foleh farbiter fber-

dasarkan fkesepakatan ftertulis fpara fpihak fyang 

fberselisih. fArbiter fwajib fmenyelesaiakan ftugas 

farbitrase fselambat-lambatnya ftiga fpuluh fhari fkerja 

fsejak fpenandatanganan fsurat fperjanjian fpenun-

jukan farbiter. fPemeriksaan fatas fperselisihan fdilak-

sanakan f fselambat-lambatnya ftiga fhari fkerja fsete-

lah fpenandatanganan fsurat fperjanjian fpenunjukan 

farbiter f fdan fatas fkesepakatan fpara fpihak farbiter 

fberwenang fmemperpanjang fjangka fwaktu fpenye-

lesaian fperselisihan fhubungan findustrial fsatu fkali 

fperpanjangan fselambat-lambatnya fempat fbelas 

fhari fkerja. fPemeriksaan foleh farbiter fatau fmajelis 

farbiter fdilakukan fsecara ftertutup fkecuali fpara 

fpihak fyang fberselisih fmenghendaki flain. fDalam 

fsidang farbitrase, fpara fpihak fyang fberselisih fdapat 

fdiwakili foleh fkuasanya fdengan fsurat fkuasa fkhusus. 

fPenyelesaian fperselisihan fhubungan findustrial 

foleh farbiter fdiawali fdenggan fupaya fmendamaikan 

fkedua fpihak fyang fberselisih. fApabila fperdamaian 

ftercapai, fmaka farbiter fatau fmajelis farbiter fwajib 

fmenbuat fAkta fPerdamaian fyang fditandatangani 

foleh fpara fpihak fyang fberselisih fdan farbiter fatau 

fmajelis farbiter, fkemudian fdidaftarkan fdi fpengadilan 

fhubungan findustrial fpada fpengadilan fnegeri fdi 

fwilayah farbiter fmengadakan fperdamaian. fApabila 

fupaya fperdamaian ftersebut fgagal, farbiter fatau 

fmajelis farbiter fmeneruskan fsidang farbitrase. fPutusan 

farbitrase fmempunyai fkekuatan fhukum fyang fmeng-

ikat fpara fpihak fyang fberselisih fdan fmerupakan 

fputusan fyang fbersifat fakhir fdan ftetap. fPutusan 

farbitrase fdidaftarkan fdi fpengadilan fhubungan 

findustrial fpada fpengadilan fnegeri fdi fwilayah farbiter 

fmenetapkan fputusan. fTerhadap fputusan farbitrase, 

fsalah fsatu fpihak fdapat fmengajukan fpermohonan 

fpembatalan fkepada fMahkamah fAgung fdalam fwaktu 

fselambat-lambatnya f30 f(tiga fpuluh) fhari fkerja fsejak 

fditetapkan fputusan farbiter. fPerselisihan fhubungan 

findustrial fyang fsedang fatau ftelah fdiselesaikan 

fmelalui farbitrase ftidak fdapat fdiahukan fke fpengadilan 

fhubungan findustrial. 

d. Penyelesaian fPerselisihan fPHK fMelalui 

fMediasi. 

Penyelesaian f fperselisihan fphk fmelalui fmediator 

fyang fberada fdi fsetiap f fkantor finstansi fyang fbertang-

gung fjawab fdi fbidang fketenagakerjaan fkabupaten/ 

kota. fMediator fmerupakan fpihak fke fketiga fsebagai 

fpihak fpenengah fyang fharus fbersifat fnetral fdalam 

fmenyelesaikan fperselisihan. fMediator fsebagai fse-

orang fpegawai fnegeri fsipil ftentu fmempunyai fatasan 

fdan fbawahan, ftidak fmenutup fkemungkinan fadanya 

fintervensi fdari fatasan. fUUPPHI fyang fmengatur 

ftentang fmediator fkelihatannya fkabur, fdiskriminatif, 

fkarena ftidak fada fketentuan fyang fmembolehkan 

fmediator flain fselain fdari fPNS fdi fbidang fketenaga-

kerjaan.6 

Penyelesaian fperselisihan fPHK fmelalui fmediasi 

fdilakukan foleh fmediator fdengan fmengadakan fpene-

litian ftentang fduduknya fperkara fdan fsidang fmediasi. 

fApabila ftercapai fkesepakatan fmelalui fsidang 

fmediasi, fmaka fdibuat fperjanjian fbersama fyang 

fditandatangani foleh fpara fpihak fdan fdisaksikan foleh 

fmediator fserta fdidaftarkan fdi fpengadilan fhubungan 

findustrial funtuk fmendapatkan fakta fbukti 

                                                      
6
 Yetniwati,Hartatti dan Meriyarni, “Reformasi Hukum 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara 

Mediasi”, Jurnal Dinamika Hukum,Vol 14 (2 Mei 2014), 

hlm 252 
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fpendaftaran. fApabila ftidak ftercapai fkesepakatan 

fmelalui fmediasi fmaka fmediator fmengeluarkan 

fanjuran ftertulis. fApabila fpara fpihak fmenyetujui 

fanjuran ftertulis, fmediator fharus fsudah fselesai 

fmembantu fpara fpihak fmembuat fperjanjian fber-

sama fselambat-lambatnya ftiga fhari fkerja fsejak 

fanjuran ftertulis fdisetujui-yang fkemudian fdidaftap 

fdi fpengadilan fhubungan findustrial funtuk fmenda-

patkan fakta fbukti fpendaftaran. fMediator fmenye-

lesaakan ftugas fmediasi fselambat-lambatnya ftiga 

fpuluh fhari fkerja fsejak fpelimpahan fperkara. 

e. Penyelesaian fPerselisihan fPHK fMelalui 

fPengadilan fHubungan fIndustrial. f f 

Penyelesaian fperselisihan fhubungan findustrial 

fmelalui fPengadilan fHubungan fIndustrial fdiawali 

fdengan fmengajukan fgugatan fkepada fpengadilan 

fhubungan findustrial fpada fpengadilan fnegeri fyang 

fdaerah fhukumnya fmeliputi ftempat fpekerja/buruh 

fbekerja. fPengajuan fgugatan fharus fdilampiri frisalah 

fpenyelesaian fmelalui fmediasi fatau fkonsiliasi, fjika 

ftidak fdilampiri maka fhakim fwajib fmengembalikan 

fgugatan fkepada fpenggugat. fTerhadap fisi fgugatan 

fada fkewajiban fhakim funtuk fmemeriksa fmelalui 

fproses fdismissal. Pemeriksaan fperkara fdi fpenga-

dilan fhubungan findustrial fdilakukan fdengan facara 

fbiasa fatau f facara fcepat. fPutusan fmajelis fhakim 

fwajib fdiberikan fselambat-lambatnya flima fpuluh 

fhari fkerja fsejak fsidang fpertama fdalam fsidang fter-

buka funtuk fumum. fPutusan fpengadilan fhubungan 

findustrial fmengenai fperselisihan fhak fdan fperse-

lisihan fpemutusan fhubungan fkerja fmempunyai 

fkekuatan fhukum ftetap fapabila ftidak fdhajukan 

fpermohonan fkasasi fkepada fmahkamah fAgung 

fdalam fwaktu fselambat-lambatnya fempat fbelas 

fhari. fPenyelesaian fperselisihan fhubungan findus-

trial fpada fMahkamah fAgung fselambat-lambatnya 

ftiga fpuluh fkerja. F 

Keputusan fpengadilan fselalu fmenimbulkan 

frasa ftidak fpuas fatau fmenyakitkan fbagi fpihak fyang 

fmerasa fdikalahkan fdan ftinggal fmenghitung fbeban 

flangsung fdan ftidak flangsung fbagi fpihak fyang 

fmerasa fdimenangkan. fKedua fbelah fpihak fyang 

fmerasa fdimenangkan fdan fmerasa fdikalahkan 

fselalu fmenyimpan fluka fbagi fperkembangan 

fhubungan findustrial fdi fmasa fdepan. fOleh fsebab fitu 

fpengusaha, fpekerja fdan fserikat fpekerja fharus 

fdengan fsungguh-sungguh, ftulus, fdan fberjiwa fbesar 

fsecara fbipartite fdan fkekeluargaan fmenyelesaikan 

fmasalah fhubungan findustrial.7
 f 

 

4. Jenis-jenis fPemutusan fHubungan fKerja 

Dalam fteori fHukum fPerburuhan fdikenal fadanya 

f4 f(empat) fjenis fpemutusan fhubungan fkerja fyaitu:8 

a. Pemutusan fHubungan fKerja fDemi fHukum 

Pemutusan fhubungan fkerja fdemi fhukum fmeru-

pakan fpemutusan fhubungan fkerja fyang fterjadi 

fdengan fsendirinya.9
 fPemutusan fhubungan fkerja 

fdemi fhukum fini fdapat fterjadi fkarena: 

1) Berakhirnya fjangka fwaktu fperjanjian fyang 

fdibuat foleh fmajikan fdan fburuh. 

2) Pekerja fatau fburuh fmeninggal 

3) Pekerja/buruh fpensiun.
10

 

b. Pemutusan fHubungan fKerja fOleh fBuruh 

Dalam fteori fhukum fperjanjian fsalah fsatu fpihak 

fdiperbolehkan funtuk fmemutuskan fperjanjian fdengan 

fpersetujuan fpihak flainnya. fDemikian fpula fdengan 

fhubungan fkerja, fpihak fburuh fdapat fsaja fmemutuskan 

fhubungan fkerjanya fdengan fpersetujuan fpihak fmaji-

kan fpada fsetiap fsaat fyang fdikehendakinya; fbahkan 

fburuh fjuga fberhak fmemutuskan fhubungan fkerja 

fsecara fsepihak ftanpa fpersetujuan fmajikan.11 

c. Pemutusan fHubungan fKerja foleh fPengusaha 

Pemutusan fHubungan fKerja f(PHK) fyang 

fdilakukan foleh fpengusaha fdisebabkan foleh 

fbeberapa fhal fyaitu: 

Menurut fPasal f158 fAyat f(1) fUndang-Undang 

fNomor f13 fTahun f2003 ftentang fKetenagakerjaan 

fmenyebutkan fbahwa fpengusaha fdapat fmelakukan 

fpemutusan fhubungan fkerja fterhadap fpekerja/buruh 

fdengan falasan fpekerja/buruh ftelah fmelakukan 

fkesalahan fberat. fPemutusan fhubungan fkerja fbagi 

fpekerja fmerupakan fawal fkesengsaraan fkarena fsejak 

fsaat fitu fpenderitaan fakan fmenimpa fpekerja fitu 

fsendiri fmaupun fkeluarganya fdengan fhilangnya 

                                                      
7
 Payaman J Simanjuntak,” Pemutusan Hubungan Kerja Dan 

Penyelesaian Perselisihan”,Jurnal,Informasi hukum, 

Vol.XVII,(November 2015),hlm.43 
8
 Ibid., h. 175. 

9
 Ibid. 

10
 Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 192. 
11

 Zainal Asikin, et.al. Op.Cit. h. 177. 

 



“Supremasi Hukum” Volume 18 Nomor 1, Januari 2022 Yusmedi Yusuf, Muhammad Rizqi Fadhlillah, Rommy Pratama 

   82 

 

 

fpenghasilan. fBagi fperusahaan fterjadinya fpemutus-

an fhubungan fkerja fsebenarnya fmerupakan fsuatu 

fkerugian fkarena fharus fmelepas fpekerjanya fyang 

fselama fini fsadar fatau ftidak fsadar fsudah fdilatih 

fdengan fmengeluarkan fongkos fyang fbanyak fdan 

fsudah fmengetahui fcara-cara fyang fdibutuhkan 

fperusahaan.
12

 

Dengan fdemikian, fterjadinya fpemutusan 

fhubungan fkerja fbukan fhanya fmenimbulkan 

fkesulitan fdan fkeresahan fbagi ftenaga fkerja, ftetapi 

fjuga fakan fmenimbulkan fkesulitan fdan fkeresahan 

fbagi fperusahaan. fOleh fkarena fitu, fmasing-masing 

fpihak fbaik fpengusaha, fpekerja/buruh, fserikat 

fpekerja/serikat fburuh, fdan fpemerintah fdengan 

fsegala fupaya fharus fmengusahakan fagar ftidak 

fterjadi fpemutusan fhubungan fkerja. fupaya fyang 

fdilakukan fdapat fberupa fkegiatan-kegiatan fyang 

fpositif fyang fpada fakhirnya fdapat fmenghindari 

fterjadinya fpemutusan fhubungan fkerja fantara flain 

fpengaturan fwaktu fkerja, fpenghematan, fpembenah-

an fmetode fkerja, fdan fmemberikan fpembinaan 

fkepada fpekerja/buruh. 

Apabila fupaya ftersebut ftidak fdapat fmeng-

hindari fterjadinya fpemutusan fhubungan fkerja, 

fmaka fmaksud fpemutusan fhubungan fkerja fwajib 

fdirundingkan foleh fpengusaha fdan fserikat 

fpekerja/serikat fburuh fatau fdengan fpekerja/buruh 

fapabila fpekerja/buruh fyang fbersangkutan ftidak 

fmenjadi fanggota fserikat fpekerja/serikat fburuh. 

fDalam fhal fperundingan fbipartit ftersebut fbenar-

benar ftidak fmenghasilkan fpersetujuan, fmaka 

fpengusaha fhanya fdapat fmemutuskan fhubungan 

fkerja fdengan fpekerja/buruh fsetelah fmemperoleh 

fpenetapan fdari flembaga fpenyelesaian fperselisihan 

fhubungan findustrial. fPermohonan fpenetapan 

fpemutusan fhubungan fkerja fdiajukan fsecara ftertulis 

fkepada flembaga fpenyelesaian fperselisihan 

fhubungan findustrial fdisertai fdengan falasan fyang 

fmenjadi fdasarnya. 

Pasal f154 fUndang-Undang fNomor f13 fTahun 

f2003 ftentang fKetenagakerjaan fmenyebutkan 

fbahwa fpenetapan flembaga fpenyelesaian fperse-

lisihan fhubungan findustrial ftidak fdiperlukan fdalam 

                                                      
12

 F.X. Djulmialdji, Perjanjian Kerja (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), h. 44. 

fhal fpekerja/buruh fmasih fdalam fmasa fpercobaan 

fkerja fbilamana ftelah fdipersyaratkan fsecara ftertulis 

fsebelumnya, fpekerja/buruh fmengajukan fpermintaan 

fpengunduran fdiri fsecara ftertulis fatas fkemauan 

fsendiri ftanpa fada findikasi fadanya ftekanan/intimidasi 

fdari fpengusaha fdan fberakhirnya fhubungan fkerja 

fsesuai fdengan fperjanjian fkerja fwaktu ftertentu funtuk 

fpertama fkali, fpekerja/buruh fmencapai fusia fpensiun 

fsesuai fdengan fketetapan fdalam fperjanjian fkerja, 

fperaturan fperusahaan, fperjanjian fkerja fbersama, fatau 

fperaturan fperundang-undangan, fserta fpekerja/buruh 

fmeninggal fdunia. 

Menurut fPasal f1 fangka f1 fUndang-Undang 

fNomor f2 fTahun f2004 fmenyatakan fbahwa fPerseli-

sihan fhubungan findustrial fadalah fperbedaan fpen-

dapat fyang fmengakibatkan fpertentangan fantara 

fpengusaha fatau fgabungan fpengusaha fdengan 

fpekerja/buruh fatau fserikat fpekerja/serikat fburuh 

fkarena fadanya fperselisihan fmengenai fhak, fperseli-

sihan fkepentingan, fperselisihan fpemutusan fhubung-

an fkerja, fdan fperselisihan fantar fserikat fpekerja/ 

serikat fburuh fdalam fsuatu fperusahaan. 

Berdasarkan fpengertian fperselisihan fhubungan 

findustrial ftersebut, fmaka fdiketahui fbahwa fterdapat f4 

f(empat) fjenis fperselisihan fhubungan findustrial, fyaitu 

fsebagai fberikut: 

1) Perselisihan fhak 

Menurut fPasal f1 fangka f2 fUndang-Undang 

fNomor f2 fTahun f2004 fmenyatakan fbahwa fyang 

fdimaksud fdengan fperselisihan fhak fadalah 

fperselisihan fyang ftimbul fkarena ftidak fdipe-

nuhinya fhak, fakibat fadanya fperbedaan fpelaksa-

naan fatau fpenafsiran fterhadap fketentuan fpera-

turan fperundang-undangan, fperjanjian fkerja, 

fperaturan fperusahaan, fatau fperjanjian fkerja 

fbersama. f 

2) Perselisihan fkepentingan 

Menurut fPasal f1 fangka f3 fUndang-Undang 

fNomor f2 fTahun f2004 fmenyatakan fbahwa fperse-

lisihan fkepentingan fadalah fperselisihan fyang 

ftimbul fdalam fhubungan fhubungan fkerja fkarena 

ftidak fadanya fkesesuaian fpendapat fmengenai 

fpembuatan, fdan/atau fperubahan fsyarat-syarat 

fkerja fyang fditetapkan fdalam fperjanjian fkerja, 

fatau fperaturan fperusahaan, fatau fperjanjian fkerja 

fbersama. 
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3) Perselisihan fpemutusan fhubungan fkerja 

Menurut fPasal f1 fangka f4 fUndang-Undang 

fNomor f2 fTahun f2004, fperselisihan fpemutusan 

fhubungan fkerja fadalah fperselisihan fyang 

ftimbul fkarena ftidak fadanya fkesesuaian 

fpendapat fmengenai fpengakhiran fhubungan 

fkerja fyang fdilakukan foleh fsalah fsatu fpihak. 

4) Perselisihan fantarserikat fpekerja/serikat fburuh 

Menurut fPasal f1 fangka f5 fUndang-Undang 

fNomor f2 fTahun f2004, fperselisihan fantar 

serikat fpekerja/serikat fburuh fadalah fperse-

lisihan fantara fserikat fpekerja/serikat fburuh 

fdengan fserikat fpekerja/serikat fburuh fdengan 

fserikat fpekerja/serikat fburuh flain fhanya 

fdalam fsatu fperusahaan, fkarena ftidak fadanya 

fpersesuaian fpaham fmengenai fkeanggotaan, 

fpelaksanaan fhak, fdan fkewajiban fkeserikat- 

pekerjaan. 

 

 
 

Berdasarkan fhasil fpenelitian, fdapat fditarik 

fkesimpulan fbahwa f: 

a. Pemutusan fhubungan fkerja f fsecara fsepihak 

foleh fperusahaan fmerupakan fpenyimpangan 

fdari prinsip fhubungan findustrial fyang fhar-

monis fantara fpekerja, fpengusaha, fdan 

fpemerintah. 

b. Hubungan findustrial f fberdasarkan fperaturan 

fperjanjian fkerja, fperaturan fperusahaaan, fdan 

fkesepakatan fkerja fsecara fbipartite fberpedo-

man fkepada Undang-Undang fKetenaga-

kerjaan fyang fberlaku fdi fIndonesia. fPemutusan 

fHubungan fKerja fdalam fHubungan findustrial 

fantara fpekerja, fpengusaha, fdan fpemerintah 

fdilaksanakan fdan fdilandasi foleh fUndang-

Undang fKetenagakerjan fIndonesia. 

c. Perselisihan fpemutusan fhubungan fkerja fdalam 

fhubungan findustrial fdiperlukan fikut fcampur 

fpemerintah funtuk fmemberi fperlindungan 

fkepada fpihak fpekerja fyang flemah fdalam 

fkedudukan fsosial fekonomi. F 

d. Pemutusan fHubungan fKerja fdalam fHubungan 

findustrial fantara fpekerja, fpengusaha, fdan 

fpemerintah fdilaksanakan fdan fdilandasi foleh 

fUndang-Undang fKetenagakerjan fIndonesia. 
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